BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR |9 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 6
ayat (6) Peraturan Bupati Konawe tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pemerintah
Kabupaten Konawe Tahun 2023-2028;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
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1882);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2023

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
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Menetapkan

u fff =

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 - 2028.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan komunikasi dan
informatika untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan,
dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara
terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan
berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang
berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh
satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang
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12.

13.

14.

L

memiliki nilai manfaat.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan
Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE
yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama  untuk menjalankan  sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,
perangkat integrasi/penghubung dan perangkat
elektronik lainnya.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk
melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di
Kementerian Koordinator.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terpadu dalam SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah
proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset
Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria
dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara
sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil
penilaian mandiri untuk  mengukur  tingkat

kematangan penerapan SPBE.
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Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara
sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi
yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi
terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur
tingkat kematangan penerapan SPBE.
BAB II
PETA RENCANA SPBE

Pasal 2

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe disusun
dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program
dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten Konawe dalam
rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan

penerapan SPBE Kabupaten Konawe.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat :

a. Tata Kelola SPBE Kabupaten Konawe;

b. Manajemen SPBE Kabupaten Konawe;

c. Layanan SPBE Kabupaten Konawe;

d. Infrastruktur SPBE Kabupaten Konawe;

e. Aplikasi SPBE Kabupaten Konawe;

f. Keamanan SPBE Kabupaten Konawe; dan
g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe dilakukan
reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

atau berdasarkan :
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(1)

(6)

a. perubahan Peta Rencana SPBE Kabupaten

Konawe;

b. perubahan rencana strategis Kabupaten Konawe;

c. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe;

dan/atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten

Konawe.

Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan oleh Bupati

Pasal 3

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. BABI
b. BABII
c. BAB III

d. BABIV

e. BABV
f. BABVI

KABUPATEN

g. BAB VII

h. BAB VIII

PENDAHULUAN;

VISI MISI DAN SASARAN SPBE;
KONDISI AKTUAL SPBE
KABUPATEN KONAWE;

TARGET PENGEMBANGAN SPBE
KABUPATEN KONAWE;

ANALISA KESENJANGAN

PETA RENCANA SPBE

KONAWE;

DETAIL RENCANA PROYEK
PERSIAPAN DAN PENERAPAN
SPBE; dan

PENUTUP.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, Z A~ VU 2024

PJ. BUPATI KONAWE,

Vi

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 28 VLI 2024

o
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR ééﬁ

Sekdn
SEKRETARIS DAERAH /;.




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR /9 TAHUN 2024
TENTANG PETA RENCANA SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

TAHUN 2023 - 2028

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) muncul sebagai jawaban terhadap
tantangan dan dinamika era digital yang tengah merambah ke berbagai aspek kehidupan,
termasuk tatanan pemerintahan. Perubahan mendasar dalam paradigma komunikasi dan
pertukaran informasi mengharuskan pemerintahan untuk memperbarui dan
meningkatkan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, SPBE
menjadi sebuah landasan revolusioner yang tidak hanya memudahkan akses informasi,
tetapi juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi pusat perhatian
banyak negara di seluruh dunia, dan pemerintahan elektronik menjadi pendorong utama
dari perubahan ini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses
pemerintahan menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan
transparansi. SPBE hadir sebagai solusi inovatif untuk meminimalkan hambatan
administratif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membangun sistem
pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah konsep inovatif yang
menjadi tonggak penting dalam transformasi pemerintahan di tengah era digital. Pada
konteks lokal, Kabupaten Konawe sebagai wilayah yang dinamis dan berkembang
memandang bahwa implementasi SPBE adalah langkah strategis untuk meningkatkan
kualitas layanan publik, memperkuat keterbukaan, dan memberdayakan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya
industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah
terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang
ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu digital marketplace.
Dengan kata lain,secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah
meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus
berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih
baik, hal tersebut adalah :



1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan
dunia saat ini

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah
menjadi berubah

3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga
menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Maka Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik ( SPBE ) adalah jawaban atas segala kondisi
yang ada, terkait penyelenggaran pemerintahan saat ini. Penyusunan Peta Rencana SPBE
Kabupaten Konawe tahun 2023 - 2028 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan
arahan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kurun waktu 5 tahun. Dokumen Peta Rencana SPBE
diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang
kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang
tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga
duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;




17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Govemment;

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE );

19. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ( SDI );

20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen
Risiko SPBE;

23. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 Tentang Pemantaun dan
Evaluasi SPBE;

24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Manajemen Data SPBE;

25. Peraturan Kabupaten Konawe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Konawe;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe memberikan landasan
berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu
dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (Kerangka SPBE)
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (Arah Strategis SPBE)
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (Rencana Aksi SPBE) tahun 2024 - 2028

1.3.2 Tujuan
Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan strategis pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Tersedianya acuan langkah penyiapan SPBE di Kabupaten Konawe yang
melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK dan SDM SPBE;

3. Tersedianya panduan pelaksanaan SPBE yang melingkupi layanan administrasi
pemerintahan terpadu dan layanan publik terpadu.




1.4. Ruang Lingkup

1. BAB Il : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi
SPBE.

2. BAB Iii : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE yang telah ada saat ini,
serta visi misi sasaran strategis RPJMD tahun 2021 -2026

3. BAB IV : TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini menggambarkan tahapan SPBE yang berorientasi pada output Smart
Government dan capaian target indek SPBE.

4. BABV : ANALISA KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisa kesenjangan dari setiap domain, aspek dan indikator
dari SPBE , berdasarkan kondisi aktual dan target yang akan dicapai.

5. BAB VI : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam
kerangka waktu 2024 — 2028, dengan kelompok Tata Kelola SPBE, Manajemen
SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, SDM
SPBE, Audit TIK.

6. BAB VII : DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENERAPAN SPBE

Bab ini memberikan detail tahapan kegiatan dengan kerangka proyek (ruang
lingkup kegiatan, waktu, sumber daya).

7. BAB Vill : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten
Konawe selama 2024 -2028.




BAB Il
VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Konawe

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum
terwujudnya sistem yang saling terintegrasi secara proses bisnis. Terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
merupakan kelanjutan dari era e-Government menuju Smart Government. Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen
sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan
keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi
Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif,
dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang
terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Konawe selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh
untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2 Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi
SPBE Kabupaten Konawe dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpady,
menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman,
dan andal
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4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Konawe adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Konawe adalah:

Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

W he

2.2. Arah Kebijakan Strategi SPBE Kabupaten Konawe

Dasar arah kebijakan strategi SPBE Konawe adalah mengacu pada visi, misi, tujuan dan
sasaran SPBE yang semua tertera dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018, ditambahkan
dengan langkah percepatan transformasi digital dari Pemerintah Pusat serta RPJIMD
Kabupaten Konawe 2021 - 2026. Di dalamnya terdapat arah strategi jangka panjang dan
jangka menengah.

2.2.1 Tujuan Jangka Panjang

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,
Pelayanan Publik responsif, dan adaptif
berbasis dighal (Digtal Service) o agis digdal (Digital Government)

Peningkatan Kualitas SDM
berbasis digital (Digital Mindset)

Pemulihan Ekonomi Melalui

Manajemen Kerja
berbasis digital (Digital Work Management)

Penyederhanaan Birckrasi
} i berbasis dgital (Drgtal Bureaucracy)

Gambar 1. Milestone Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB Il — VISI MISI DAN SASARAN SPBE



Terdapat 5 buah milestone langkah jangka panjang yang terkait dengan Pemerintahan
Berbasis Elektronik dalam kerangka transformasi digital pemerintahan.

1) Penyederhanaan Birokrasi berbasis Digital ( Digital Bureaucracy )
Melakukan langkah yang komprehensif dan menyeluruh mulai dari proses bisnis,
organisasi, kebijakan dan SDM, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah :

a. Percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional

b. Percepatan digitalisasi pemerintahan dengan penataan proses bisnis tematik

c. Collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas
pemerintah.

d. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian
tujuan pembangunan Daerah.

e. Penyediaan Sistem Database Manajemen Talenta untuk mendukung
reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan
mutasi ASN berdasarkan kebutuhan dan merit sistem (mission oriented).

2) Pemulihan Ekonomi melalui manajemen kinerja ( Digital Work Management )
Digital Work Management adalah pengelolaan dalam produktivitas dan kolaborasi
instansi, memberikan semua orang di organisasi visibilitas, akuntabilitas, dan kontrol
yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sesuatu.

3) Peningkatan Kualitas SDM berbasis digital ( Digital Mindset )
Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam
memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya.
Pemerintah telah menetapkan ada 4 pilar yaitu Etis Bermedia Digital, Aman Bermedia
Digital, Cakap Bermedia Digital dan Budaya Bermedia Digital.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan adaptif ( Digital Government)
Penyelenggaraan pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital, sehingga dapat
meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (citizen-driven approach).

5) Pelayanan Publik ( Digital Service )
Menyediakan layanan publik elektronik yang terpadu, secara proses bisnis dan data.
Adapun manfaat yang akan didapat adalah :
= Efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas
akan berkurang. ( mudah, murah,cepat, tuntas )
= Meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan.
= Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah
terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah.
= Membangun trust society kepada pemerintah.
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2.2.2 Tujuan Jangka menengah

SPBE NASIONAL
Tahap pembangunan fondasi SPBE (2018 - 2022) ‘ahap pengembangan SPBE (2023 - 2025)
______________________________ S i i iy S T S e W
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* Penyusunan proses bisnis antar sasaran administrasl pemerintahan nasional

pembangunan lintas bidang/sektor, dan dalam bentuk layanan digital
‘ antar K/L/D, melalui penerapan pemerintah terintegrasi
Arsitektur SPBE
* Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan
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Gambar 2. Fase Arah Strategis SPBE Nasional

Selaras dengan arah strategis SPBE Nasional, maka terdapat 2 fase yang menjadi arah
strategis SPBE Kabupaten Konawe , yaitu :
1. Fase Transformasi menuju Smart Government
Dengan target target yang harus dicapai adalah :
+ Tersusunnya proses bisnis terintegrasi lingkup OPD Kabupaten Konawe dan
Kabupaten/Kota
* Termanfaatkannya TIK berbagi pakai
o Pusat Data, hanya terdapat beberapa Pusat Data dengan standar
internasional yang dapat digunakan bersama antar OPD atau dengan
kabupaten kota sebagai DRC ( Disaster Recovery Center )
o Jaringan Intra Pemerintahan, interkoneksi antar OPD di Kabupaten
Konawe atau dengan kabupaten/kota yang tertutup dan internet dengan
koneksi terpusat dan didistribusikan
o Sistem Penghubung Layanan, memudahkan berbagi pakai data antar
instansi dengan mekanisme Government Service Bus ( GSB )
= Terwujudnya Layanan Terpadu lintas sektor yang tematik

2. Fase terbentuknya Smart Government
Dengan target target yang akan dicapai adalah :

* Telah terwujud integrasi proses bisnis antar OPD , yang diturunkan dari visi misi
Kepala Daerah
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= Tersedianya Layanan Digital terintegrasi

= Tersedianya Data Driven Government, pengambilan keputusan dan kebijakan
berbasis pada data ( big data dan kecerdasan buatan )

2.3. Sasaran Strategis SPBE Kabupaten Konawe

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE
melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM
SPBE.

2.3.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk
membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah
di Kabupaten Konawe.

a. Masing-masing OPD di Kabupaten Konawe perlu melakukan upaya
transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan
sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang
terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya
SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran
dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem
koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan
antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Konawe adalah:

1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;

2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Konawe; dan

3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan
antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua
pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE
yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro
SPBE. Pemerintah Kabupaten Konawe dalam melakukan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi
SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan
terpadu adalah:
1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan
masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah
dan pimpinan instansi
3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.
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2.3.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan
membuka ruang partisipasi masyarakat:

a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang
partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir
dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan
berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan
kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi
kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE
terpenuhi; dan

2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi
pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE
dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE vyang
berkesinambungan adalah:
1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah
daerah Kabupaten Konawe; dan
2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat
guna dan tepat sasaran.

2.3.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi,
dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.
a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra
pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan
keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
* mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan
ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
= terintegrasi, vyaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama
infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe;
= terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian
infrastruktur SPBE; dan
»= menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.
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c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung
kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo).

d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri,
terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah
adalah:

1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal;
dan
2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-
pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya
pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis
pemerintahan.

b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang
terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi
layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti
teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:

a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan
program kegiatan.

b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan
informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan
kedaulatan informasi pemerintah.

c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi
dan berkualitas adalah:

1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
2) menerapkan manajemen keamananinformasi yang terpadu; dan
3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.3.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah
daerah Kabupaten Konawe:

a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan
keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui
komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE
tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja
dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

BAB Il — VISI MISI DAN SASARAN SPBE




b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-
masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe adalah:
1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi
pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe; dan
2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan
standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM
SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar
pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE
dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/
kebutuhan pengguna.
b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
terkait dengan SPBE; dan
2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam
peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta
pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.4. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan
pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan
yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna,
sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan
seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga
unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi
secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap
Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi
Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat
kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada
pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan